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SUMBER INTERNET

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyalahgunakan, pada (29/6/2024)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
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Lampiran :

]

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN

Nomor 776Pid.SUS/2022/PN.MKs.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagai-berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap ¢ IRIYANTO BIN SYAMSUDDIN
Tempat lahir . Tanete

Umur / tanggal lahir : 38 Tahun /15 September 1984
Jeniskelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraa
n : Indonesia

Tempat tinggal : Kelurahan Salakan Kecamatan
Tinangkung Kabupaten Banggai
Kepulauan Sulteng atau di BTN
Pallangga Mas | Kelurahan Bontoala
Kecamatan Pallangga  Kabupaten

Gowa.
Agama ¢ Islam
Pekerjaan ¢ Polri
Pendidikan ¢ SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 20 April 2022 sampai tanggal 9 Mei 2022 ;

- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai tanggal 18
Juni 2022 ;

- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai tanggal 5 Juli 2022 ;

- Hakim, sejak tanggal 21 2022 sampai tanggal 20 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dalam surat-surat lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Dinclainer
Vo i s Mo M ity Ay e Artcrm ain baran b wrhh S
tora et Serhat e
Dutam e shn iy Seraache, maks Agurng 53 e :

B & haparde s @ mathemabagog ga ikl Tel: 1356 X6 faxt. 318 Halaman 1
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG

MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada
terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan raformasi
di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam
strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta
merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang
banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian
nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maRsimal
memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai
peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata

kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan
berkelanjutan;

bahwa Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor
15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang
Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam
Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan Minyak
dan Gas Bumi;
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